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ABSTRAK 
 

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembuatan Peraturan Desa 
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

 
Oleh. 

NANDA ISYOKO 
NPM. 16810138 

Sebagaimana   dalam   Pasal   1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi 
dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, 
pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan 
dalam penulisan ini adalah: a. Bagaimanakah Fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2014?. b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam 
pembangunan desa di Desa Notoharjo Kabupaten Lampung Tengah?. 
 
Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan metode empiris 
yaitu survei ke lapangan dan melakukan proses wawancara langsung dengan para 
narasumber. 
 
Kesimpulan sebagai berikut: 1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam 
pembuatan Peraturan Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 
Sebagai mitra  pemerintah telah  melaksanakan fungsinya dengan  baik  dalam  
kelangsungan  pembangunan  desa dan menetapkan peraturan desa bersama 
Kepala Desa, peraturan  desa yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, 
kebutuhan, serta  harapan  dari seluruh masyarakat desa baik dalam perencanaan 
maupun pelaksanaannya. 2. Yang menjadi faktor penghambat dalam 
pembangunan desa di Desa Notoharjo Kabupaten Lampung Tengah, adalah 
terbatasnya anggaran dana dari pemerintah sehingga menyebabkan adanya 
program pembangunan yang harus diusulkan beberapa kali, rendahnya tingkat 
pendapatan masyarakat juga turut menjadi faktor penghambat dalam 
pembangunan khususnya pengadaan penerangan jalan yang dianggarkan dari 
dana swadaya masyarakat, dan yang terakhir adalah kurang berpatisipasinya 
masyarakat karena kurang tersedianya waktu untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan desa. 
 
Saran dari penulis adalah: 1. Perlu ditingkatkan koordinasi antar sesama anggota 
Badan Permusyawaratan Desa di Desa Notoharjo dan perlu ditingkatkan lagi 
keaktifan anggota BPD dalam menghadiri rapat demi kemajuan pembangunan di 
Desa Notoharjo. 2. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya lebih meningkatkan 
pengawasan  kinerja terhadap kepala desa guna menjamin proses akuntabilisasi, 
transparansi. 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRAK 
 
 
Functions of the Village Consultative Body (Bpd) in Making Village Regulations 
Judging from Law Number 6 of 2014 
 

By. 
NANDA ISYOKO 
NPM. 16810138 

 
As in Article 1 paragraph (2) of Law Number 30 of 2014 concerning Government 
Administration, that the function of government is a function in carrying out 
government administration which includes the tasks of regulation, service, 
development, empowerment, and protection. Law Number 6 of 2014 concerning 
Villages explains that Village Government is the administration of government 
affairs and the interests of local communities in the government system of the 
Unitary State of the Republic of Indonesia. The problems in this writing are: a. How 
is the function of the Village Consultative Body (BPD) in making village regulations 
in terms of Law Number 6 of 2014?. b. What are the inhibiting factors in village 
development in Notoharjo Village, Central Lampung Regency?. 
 
The research method used is an empirical method approach, namely surveys to 
the field and conducting direct interviews with the informants. 
 
The conclusions are as follows: 1. The function of the Village Consultative Body in 
making Village Regulations is reviewed from Law Number 6 of 2014. As a partner 
of the government, it has carried out its functions well in the continuity of village 
development and established village regulations with the Village Head, the village 
regulations made are related with the interests, needs, and expectations of the 
entire village community both in planning and implementation. 2. The inhibiting 
factor in village development in Notoharjo Village, Central Lampung Regency, is 
the limited budget of funds from the government, causing a development program 
to be proposed several times, the low level of community income is also an 
inhibiting factor in development, especially the budgeted procurement of street 
lighting. from community self-help funds, and the last is the lack of community 
participation due to the lack of time available to participate in village development. 
 
Suggestions from the authors are: 1. It is necessary to improve coordination among 
fellow members of the Village Consultative Body in Notoharjo Village and it is 
necessary to increase the activity of BPD members in attending meetings for the 
progress of development in Notoharjo Village. 2. The Village Consultative Body 
should further improve the monitoring of the performance of the village head in 
order to ensure the process of accountability and transparenc 
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